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Mahkamah Kehormatan Dewan

Minta Setya Mundur

Sanksi etik telah disiapkan.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA . —  Mahkamah
Kehormatan Dewan Per-
wakilan Rakyat meminta
Setya Novanto mundur
sebagai Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat. Sebab,
berdasarkan penelusuran
MKD, Setya terbukti
melanggar etika. “Mudah-
mudahan sebelum MKD
bersikap, Setya sudah
mundur dari Ketua DPR,”
ujar Wakil Ketua MKD

Syarifuddin Sudding,
kemarin.
Status Setya sebagai

tersangka kasus dugaan
korupsi kartu tanda pen-
duduk berbasis elektronik
(e-KTP) juga menyebabkan
kinerja pemimpin DPR ter-
ganggu. Bahkan, Setya juga
sempat mangkir dari pang-
gilan pemeriksaan KPK.
Menurut Syarifuddin,

MKD bisa mencopot Setya.

sebagai Ketua DPR. Hal
itu dimungkinkan karena
Setya terancam mendapat
sanksi etik level sedang
dengan ancaman penco-
potanposisipemimpinDPR.
Sanksi tersebut diberikan
karena sebelumnya Setya
pernah melakukan pelang-
garan dan mendapat sanksi
level ringan.

Akumulasi dari sanksi
tersebut akan menjadi
sanksi berat. “Ini sudah
terang-benderang, tinggal
tunggu satu-dua hari ke
depan,” ujar Sekretaris
Jenderal Partai Hanura itu.

Anggota MKD dari Fraksi
Golkar, Agung Widyantoro,
mengatakan Setya sudah
mempertimbangkan untuk
mundur dari jabatan Ketua
DPR. Hal itu Setya sampai-
kan ketika MKD memerik-
sanya di KPK pada Kamis
lalu.“Tapi menunggu waktu

yang tepat,”kata dia. Setya

meminta ~waktu untuk

mencari pengganti-dirinya.

“Agar proses pergantian

tidak terjadi kegaduhan.”

‘Skenario _pengunduran .
‘diri  Setya

berpotensi
mengulang langkah yang
diambil pada 2015. Setya
sempat terseret perkara
dugaan . permufakatan
jahat ‘dalam divesta-
si saham PT ~Freeport
Indonesia, yang dikenal
publik dengan kasus “Papa
Minta Saham”.

Ketika itu, MKD sudah
menyimpulkan
Setya melakukan pelang-

garan dan akan terke-

na sanksi level sedang.
Namun, sebelum saksi
diberikan, Setya terlebih
dulu mengirimkan surat
pengunduran diri sebagai
Ketua DPR. Selanjutnya,
Ade Komaruddin dipilih
menggantikannya.
Namun kepemimpinan
Ade hanya berumur
sepuluh  bulan. MKD
menyatakan Ade melaku-
kan dua pelanggaran etika

.mendapat
_modalnegara dari Komisi - |
VI ke Komisi XI DPR'RI,

bahwa

ringan, yaitu memindah-
kan sejumlah badan usaha

milik negara (BUMN) yang :
penyertaan

serta dianggap memper-
lambat proses . pemba-
hasan Rancangan Undang-
Undang Pertembakauan.

Akumulasi. dua sanksi
etika ringan itu menjadi
sanksi sedang yang ber-
ujung pada pencopotan
Ade. Setya lantas kembali
melenggang duduk di kursi
Ketua DPR.

Pelaksana tugas (Plt) Ke-

tua Umum Golkar, Idrus.

Marham, | mengatakan
sampai saat ini belum ada
sinyal bahwa Setya akan
mundur. “Berikan waktu
dan ini yang menentukan
Setya sendiri,” kata dia.
Adapun kuasa hukum
Setya, Fredrich Yunadi,
mengatakan kliennya tidak
melanggar etika sehingga
tidak perlu mengundurkan
diri. “Tunggu hasil sidang
(praperadilan),” kata dia.
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Dorongan untuk
Munaslub Menguat

MESKI rencana menggelar musyawarah nasional luar
biasa (munaslub) Partai Golkar beberapa kali tertunda,
dorongan untuk menggelar musyawarah ini semakin kuat.
Sebagian besar pengurus daerah menginginkan Setya
Novanto lengser dari kursi Ketua Umum Golkar.

Syarat Munaslub Golkar

Sebanyak 2/3 Dewan Pimpinan Daerah | telah
menyampaikan aspirasi dan mendukung ;ielaksanaan
munaslub.

Dukungan dari DPD Tingkat Provinsi
=32 DPD mendukung 7
- 2 DPD menolak

Dukungan dari DPD Tingkat Kabupa'ter'l atau Kota
- 459 DPD mendukung
- 55 DPD menolak

Organisasi Pendiri Golkar Pendukung Munaslub g
- Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong-Royong (Kosgoro)
- Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR)

- Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi)

Dukungan dari Organisasi yang Didirikan Golkar

- Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)

- Satuan Karya Ulama Indonesia (Satkar Ulama)

- Himpunan Wanit? Karya
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